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ABSTRAK

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak
perdagangan manusia, baik dalam bentuk eksploitasi seksual komersial,
pengambilan organ tubuh secara ilegal, maupun praktik adopsi yang tidak sesuai
ketentuan hukum. Padahal, anak seharusnya memperoleh perhatian, perlindungan,
serta jaminan atas pemenuhan hak-haknya, sehingga tidak semestinya menjadi
objek kejahatan perdagangan anak. Sebagai negara yang berlandaskan hukum,
pemerintah membentuk lembaga perlindungan anak, salah satunya UPTD PPA,
yang berfungsi memberikan layanan perlindungan, termasuk pendampingan hukum
bagi anak korban tindak perdagangan manusia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian
dalam skripsi ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana peran
UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pendampingan hukum kepada
korban kejahatan perdagangan anak, serta apa saja kendala yang dihadapi UPTD
PPA dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode
yang mempelajari serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam
menghadapi persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Data penelitian diperoleh
melalui kegiatan lapangan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap
narasumber, serta melalui penelaahan dokumen terkait. Fokus penelitian ini berada
pada jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yang berlandaskan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil mengamati respons dan interaksi
masyarakat ketika norma hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Sumber data
primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA
Provinsi Jawa Timur dan beberapa anggota masyarakat, sedangkan sumber data
sekundernya mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pemberitaan yang relevan.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa UPTD-PPA Provinsi Jawa
Timur telah menjalankan peran penting dalam memberikan p‘endampingan hukum
bagi anak korban kejahatan perdagangan,orang. Pendampingan tersebut dilakukan
sejak tahap penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan selesai sampai
tahap pemulangan.Disertai dengan penyediaan rumah aman, pendampingan
psikologis, serta fasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial korban. Peran ini
menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum represif
bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan menjadi korban.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur memperkuat kebijakan serta alokasi anggaran bagi
UPTD PPA, khususnya terkait penambahan durasi layanan penampungan di rumah
aman bagi anak korban tindak perdagangan orang. Pemerintah daerah juga perlu
meningkatkan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia, termasuk
pendamping hukum dan psikolog, sehingga layanan pendampingan dapat diberikan
secara lebih optimal, intensif, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah
diharapkan bersikap lebih cermat dan tegas dalam menangani kasus-kasus tersebut,
mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban
perdagangan orang, baik lintas provinsi maupun antarnegara.
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